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2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4548);  

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan  atas  Penyelenggaraan   
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4712);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuiltansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4503);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4576);  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4577);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4614);  

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-9 Tahun 
2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan 
Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2010; 

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-929 Tahun 
2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 
dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2010;  

30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretaris Dewan;  

32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah;  

33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;  

34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja; 

35. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2010;  

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT 

Dan 
GUBERNUR SUMATERA BARAT 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010  

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula 
berjumlah Rp.2.397.052.997.750,00 bertambah sejumlah 
Rp.127.094.897.679,98 sehingga menjadi Rp.2.524.147.895.429,98 dengan 
rincian sebagai berikut :  
1. Pendapatan.  

1) Semula Rp.  1.655.727.672.750,00  
2) Bertambah  Rp.     193.801.242.159,69  
 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  Rp. 1.849.528.914.909,69 
 

2. Belanja.  
1)  Semula Rp.  2.344.231.997.750,00  
2)  Bertambah Rp.     112.074.681.051,98  

Jumlah Belanja setelah Perubahan  Rp.2.456.306.678.801,98  
Defisit setelah Perubahan Rp.(606.777.763.892,29)  
 

3. Pembiayaan.  
a. Penerimaan  

1) Semula Rp.     741.325.325.000,00  
2) Bertambah Rp.       66.706.344.479,71  
 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.  674.618.980.520,29  

b. Pengeluaran  
1) Semula Rp.       52.821.000.000,00  
2) Bertambah Rp.       15.020.216.628,00  

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.    67.435.147.167,00  
Jumlah Pembiayaan Netto setelah  
perubahan  Rp.  606.777.763.892,29 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
setelah perubahan Rp.    47.757.216.628,00 

 
Pasal 2 

(1)  Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :  
a. Pendapatan Asli Daerah.  

1)  Semula  Rp.      845.915.706.500,00  
2) Bertamba  Rp.      100.648.817.320,00  

Jumlah Pendapatan Asli Daerah  
setelah perubahan  Rp.   946.564.523.820,00  

b. Dana Perimbangan  
1)  Semula  Rp.      769.696.966.250,00  
2)  Bertambah  Rp.          3.351.128.549,00  

  Jumlah Dana Perimbangan setelah  
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